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Abstract

This study analyzes the strengthening of collaborative governance in supporting the renewable energy-based energy
transition in Central Java Province. It examines how starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and
collaborative processes influence the effectiveness of stakeholder cooperation. This research employs a descriptive
qualitative approach, focusing on the collaboration between the Energy and Mineral Resources Agency of Central Java
Province and the Institute for Essential Services Reform (IESR). Data were collected through interviews, documentation,
and literature review, and were analyzed using an interactive qualitative analysis model. The findings show that the
collaboration between the Energy and Mineral Resources Agency of Central Java Province and IESR faced several
challenges, including coordination constraints, limited human resources, and delays in implementation due to the dynamics
of the regional government agenda. Nevertheless, the collaboration continued to operate relatively effectively because both
parties shared a common objective of accelerating the energy transition, maintained complementary roles, and were
supported by formal institutional cooperation. The Energy and Mineral Resources Agency acted as a regional government
actor with policy authority and bureaucratic access, while IESR provided knowledge-based support, research, advocacy,
and technical facilitation. This synergy enabled the collaborative process to continue despite implementation barriers. The
findings indicate that the success of collaboration is not determined by the absence of obstacles, but by the actors’ ability
to maintain commitment, adjust strategies, and develop shared learning. Accordingly, this collaboration has contributed
to the formulation of more inclusive renewable energy policies, strengthened institutional commitment, and enhanced
regional capacity to accelerate the renewable energy-based energy transition. This study offers practical implications for
strengthening collaborative governance mechanisms in renewable energy development, particularly within the context of
decentralized regional governance.
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Abstrak

Penelitian ini menganalisis penguatan tata kelola kolaboratif dalam mendukung transisi energi berbasis energi terbarukan
di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini mengkaji bagaimana kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif,
serta proses kolaborasi memengaruhi efektivitas kerja sama antar pemangku kepentingan. Metode yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada kolaborasi antara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Provinsi Jawa Tengah dan Institute for Essential Services Reform (IESR). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang dianalisis menggunakan model analisis kualitatif interaktif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dan IESR menghadapi sejumlah
tantangan, seperti kendala koordinasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta keterlambatan implementasi akibat
dinamika agenda pemerintah daerah. Namun, kolaborasi tetap dapat berjalan secara relatif efektif karena kedua pihak
memiliki kesamaan tujuan dalam mempercepat transisi energi, pembagian peran yang saling melengkapi, serta dukungan
kelembagaan melalui kerja sama formal. Dinas ESDM berperan sebagai aktor pemerintah daerah yang memiliki otoritas
kebijakan dan akses birokratis, sementara IESR memberikan dukungan pengetahuan, riset, advokasi, dan fasilitasi teknis.
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Sinergi tersebut memungkinkan proses kolaborasi tetap berlanjut meskipun menghadapi hambatan implementasi. Temuan
ini menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh ketiadaan kendala, tetapi oleh kemampuan
aktor untuk menjaga komitmen, menyesuaikan strategi, dan membangun pembelajaran bersama. Dengan demikian, kerja
sama ini mampu mendorong penyusunan kebijakan energi terbarukan yang lebih inklusif, memperkuat komitmen
kelembagaan, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam mempercepat transisi energi berbasis energi terbarukan.
Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi penguatan mekanisme tata kelola kolaboratif dalam pengembangan energi
terbarukan, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah yang terdesentralisasi.

Kata Kunci: tata kelola kolaboratif; kolaborasi pemangku kepentingan; transisi energi terbarukan; kebijakan energi; Jawa

Tengah

I. PENDAHULUAN
Selama  beberapa dekade terakhir,
masyarakat  Indonesia  masih  sangat
bergantung pada energi fosil untuk
menunjang aktivitas sehari-hari, terutama
melalui pemanfaatan minyak bumi pada
sektor transportasi, listrik rumah tangga yang
masih didominasi pembangkit berbasis fosil,
serta penggunaan gas untuk kebutuhan
domestik. Pola konsumsi yang berlangsung
secara terus-menerus dan berulang tersebut
berkontribusi pada meningkatnya permintaan
energi fosil dari waktu ke waktu(Achmad et
al., 2020). Peningkatan permintaan energi ini
juga berkorelasi dengan pertumbuhan jumlah
penduduk Indonesia. Data kependudukan
menunjukkan bahwa jumlah penduduk
Indonesia pada tahun 2023 mencapai 278,8
juta jiwa dan meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya (Rizaty, 2023). Kondisi ini
mengindikasikan bahwa kebutuhan energi
nasional berpotensi terus meningkat seiring

dinamika demografis, sehingga
ketergantungan terhadap energi fosil menjadi
semakin ~ problematis  dalam  jangka

panjang(Akbar et al., 2022).

Di sisi lain, struktur bauran energi
Indonesia masih didominasi oleh energi fosil
dengan proporsi yang sangat tinggi. Informasi
media menunjukkan bahwa penggunaan
energi fosil di Indonesia mencapai sekitar 88
persen, yang menandakan transisi energi
berjalan relatif lambat(Hakim,
2021).Ketergantungan yang besar terhadap
energi fosil tidak hanya berimplikasi pada
risiko ketersediaan pasokan, tetapi juga
menimbulkan dampak lingkungan yang
serius. Pemanfaatan bahan bakar fosil
diketahui berkontribusi pada polusi lokal,
peningkatan emisi gas rumah kaca, serta

kerusakan lingkungan, termasuk potensi
hujan asam akibat produk pembakaran
(Indonesia, 2023).Dampak tersebut menjadi
semakin relevan ketika kebutuhan energi
diproyeksikan terus meningkat, sementara
energi fosil merupakan sumber daya tak
terbarukan yang pembentukannya
memerlukan waktu sangat panjang.

Dalam konteks tersebut, pengembangan
energi terbarukan menjadi agenda strategis
untuk menjamin ketahanan energi sekaligus
menekan dampak lingkungan. Energi
terbarukan dipahami sebagai sumber energi
yang berasal dari elemen alam yang dapat
pulih secara alami, seperti matahari, angin,
air, panas bumi, dan biomassa (Vries et al.,
2011). Sejumlah kajian juga menekankan
bahwa percepatan pemanfaatan energi
terbarukan merupakan bagian penting dalam
upaya menekan risiko krisis iklim dan
memulihkan keseimbangan lingkungan secara
global (Abbott et al., 2023). Di Indonesia,
potensi energi terbarukan dinilai sangat
besar—mulai dari tenaga surya, panas bumi,
mikrohidro, hingga bioenergi—dan telah
lama dipandang sebagai fondasi
pembangunan berkelanjutan (Lubis, 2007).
Namun, pengembangan energi terbarukan
kerap menghadapi hambatan lintas sektor,
seperti aspek pembiayaan, kapasitas teknis,
kelembagaan, serta koordinasi kebijakan,
sehingga membutuhkan pendekatan tata
kelola yang adaptif dan inklusif (Do et al.,
2020).

Meskipun isu transisi energi terbarukan
di Indonesia telah banyak dikaji, sebagian
besar penelitian sebelumnya masih lebih
menekankan pada aspek potensi sumber daya
energi terbarukan, hambatan teknis, instrumen
kebijakan, kebutuhan investasi, serta urgensi
pengurangan emisi. Kajian-kajian tersebut
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penting, tetapi belum sepenuhnya
menjelaskan bagaimana proses kolaborasi
antar pemangku kepentingan berlangsung
dalam  praktik, terutama pada level
pemerintahan daerah. Dengan kata lain, masih
terdapat celah penelitian dalam memahami
dinamika tata kelola kolaboratif transisi
energi  terbarukan, khususnya terkait
bagaimana aktor pemerintah daerah, lembaga
riset dan advokasi, sektor swasta, komunitas,
serta pemangku kepentingan lain membangun
komunikasi, membagi peran, mengelola
koordinasi, dan  menghadapi  kendala
implementasi. Gap ini menjadi penting karena
keberhasilan transisi energi tidak hanya
bergantung pada ketersediaan potensi energi
dan target kebijakan, tetapi juga pada kualitas
interaksi ~ kelembagaan, = kepemimpinan
kolaboratif, kepercayaan antar aktor, serta
keberlanjutan  komitmen dalam proses
implementasi kebijakan publik.

Selain mengisi gap empiris tersebut,
penelitian ini juga diharapkan memberikan
kontribusi terhadap pengembangan literatur
tata kelola kolaboratif dalam isu transisi

energi di tingkat regional. Literatur
collaborative governance umumnya
menekankan pentingnya dialog tatap muka,
pembangunan  kepercayaan,  komitmen

terhadap proses, pemahaman bersama, dan
desain kelembagaan yang inklusif dalam
penyelesaian persoalan publik yang kompleks
(Ansell & Gash, 2007; Purdy, 2012). Namun,
dalam konteks transisi energi daerah, konsep
tersebut masih perlu diuji dan diperkaya
melalui studi empiris yang memperlihatkan
bagaimana kolaborasi bekerja dalam situasi
nyata yang dipengaruhi oleh target bauran
energi, keterbatasan kapasitas kelembagaan,
perubahan prioritas pemerintah daerah, serta
kebutuhan sinkronisasi antar aktor. Dengan
mengambil kasus Provinsi Jawa Tengah,
penelitian ini berkontribusi dalam
memperluas pemahaman mengenai tata kelola
kolaboratif sebagai mekanisme percepatan
transisi  energi  terbarukan,  sekaligus
menawarkan  pembacaan  yang  lebih
kontekstual mengenai relasi antara kebijakan
energi, kapasitas daerah, dan koordinasi lintas
pemangku kepentingan.

Upaya transisi energi juga menjadi
penting dalam konteks pemerintahan daerah,
mengingat daerah memiliki peran strategis
dalam perencanaan, fasilitasi program, dan
penguatan kapasitas implementasi. Salah satu
daerah yang menunjukkan komitmen dalam
pengembangan energi terbarukan adalah
Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah
menetapkan target bauran energi terbarukan
dalam Rencana Umum Energi Daerah sebesar
21,32 persen pada tahun 2025, sementara
realisasi bauran energi terbarukan pada tahun

2022 baru mencapai 15,76  persen.
Kesenjangan capaian tersebut
memperlihatkan adanya kebutuhan

percepatan melalui strategi yang lebih efektif,
termasuk penguatan kebijakan, investasi, dan
program peningkatan kapasitas. Sejumlah
laporan menunjukkan bahwa Jawa Tengah
mendorong kolaborasi dan investasi untuk
mempercepat pemanfaatan energi terbarukan,
termasuk implementasi pembangkit listrik
tenaga surya (PLTS) di lingkungan perangkat
daerah yang dinilai memberikan manfaat
lingkungan sekaligus efisiensi biaya (Abbott
et al., 2023) (Hasjanah & Simanjuntak,
2023b) (Hasjanah & Simanjuntak, 2023a)
Kompleksitas transisi energi pada level
daerah tidak dapat ditangani oleh pemerintah
daerah secara tunggal. Transisi energi
melibatkan banyak aktor, kepentingan, dan
sumber daya yang tersebar pada berbagai
sektor. Karena itu, tata kelola kolaboratif
menjadi  relevan untuk  menjembatani
kebutuhan koordinasi, menyelaraskan tujuan,
serta membangun legitimasi dan komitmen
bersama. Tata kelola kolaboratif dipahami
sebagai proses pengambilan keputusan dan
pelaksanaan kebijakan yang melibatkan aktor
pemerintah dan non-pemerintah dalam forum
bersama untuk mencapai tujuan publik
melalui dialog, pembangunan kepercayaan,
dan komitmen terhadap proses (Ansell &
Gash, 2007; Rizaty, 2023; Soukissian et al.,
2019). Dalam 1isu energi terbarukan,
pendekatan kolaboratif dipandang mampu
memperbaiki efektivitas pemanfaatan energi
terbarukan karena mendorong integrasi
sumber daya, pengetahuan, serta tanggung
jawab lintas aktor(Achmad et al., 2020;
Gomez-Alvarez et al., 2017).Meski demikian,
literatur juga menegaskan bahwa proses
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kolaborasi tidak selalu berjalan mulus karena
dapat dipengaruhi ketimpangan sumber daya,
desain kelembagaan yang kurang mendukung,
serta dinamika kekuasaan dalam proses
kolaboratif (Purdy, 2012; Rini et al., 2021).

Dalam konteks Jawa Tengah, Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2019
menjalin kerja sama dengan Institute for
Essential Services Reform (IESR) untuk
mendorong akselerasi target energi terbarukan
dan memperkuat agenda transisi energi.
Kolaborasi ini diperkuat melalui kesepakatan
bersama terkait pengembangan transisi energi
melalui energi terbarukan. Namun, pada tahap
implementasi masih ditemukan kendala,
terutama terkait koordinasi dan keterlambatan
pelaksanaan akibat penyesuaian terhadap
agenda pemerintah daerah. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa keberhasilan transisi
energi tidak hanya ditentukan oleh target
kebijakan dan ketersediaan teknologi,
melainkan  juga oleh kualitas proses
kolaborasi antar pemangku kepentingan dan
kapasitas tata kelola yang mendukung
pelaksanaan program(Wijaya et al., 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut,
penelitian ini berfokus pada proses kolaborasi
antar pemangku kepentingan sebagai upaya
percepatan transisi energi terbarukan di
Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini penting
karena kajian terdahulu lebih banyak
menyoroti aspek potensi dan tantangan teknis
pengembangan energi terbarukan, sementara
analisis mengenai dinamika tata kelola
kolaboratif pada level regional masih relatif
terbatas (Abbott et al., 2023; Vries et al.,
2011). Adapun pertanyaan penelitian yang
diajukan adalah: (1) bagaimana proses
kolaborasi antar pemangku kepentingan
dalam wupaya percepatan transisi energi
terbarukan di Jawa Tengah; dan (2) kendala
apa saja yang dihadapi dalam proses tersebut?
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi pada penguatan pemahaman
teoretis mengenai tata kelola kolaboratif
sekaligus  rekomendasi  praktis  untuk
memperkuat mekanisme kolaborasi dalam
percepatan transisi energi berbasis energi
terbarukan di tingkat daerah(Sanderink, 2017;
Scott, 2019).

Berdasarkan latar belakang dan celah
penelitian tersebut, penelitian ini berfokus

pada proses kolaborasi antar pemangku
kepentingan sebagai upaya percepatan transisi
energi terbarukan di Provinsi Jawa Tengah.
Fokus ini dipilih karena transisi energi di
tingkat daerah tidak hanya merupakan
persoalan teknis penyediaan energi, tetapi
juga persoalan tata kelola yang melibatkan
koordinasi, pembagian peran, komitmen
kelembagaan, dan kapasitas implementasi.
Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan
adalah: (1) bagaimana proses kolaborasi antar
pemangku  kepentingan dalam  upaya
percepatan transisi energi terbarukan di Jawa
Tengah; dan (2) kendala apa saja yang
dihadapi dalam proses tersebut? Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi
teoretis bagi pengembangan kajian tata kelola
kolaboratif dalam isu transisi energi, serta
kontribusi  praktis berupa rekomendasi
penguatan mekanisme kolaborasi antara
pemerintah daerah, lembaga mitra, sektor
swasta, komunitas, dan aktor non-pemerintah
lainnya dalam percepatan pemanfaatan energi
terbarukan di tingkat daerah (Sanderink,
2017; Scott, 2019).

Berdasarkan latar belakang dan celah
penelitian tersebut, penelitian ini berfokus
pada proses kolaborasi antar pemangku
kepentingan sebagai upaya percepatan transisi
energi terbarukan di Provinsi Jawa Tengah.
Fokus ini dipilih karena transisi energi di
tingkat daerah tidak hanya merupakan
persoalan teknis penyediaan energi, tetapi
juga persoalan tata kelola yang melibatkan
koordinasi, pembagian peran, komitmen
kelembagaan, dan kapasitas implementasi.
Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan
adalah: (1) bagaimana proses kolaborasi antar
pemangku  kepentingan dalam  upaya
percepatan transisi energi terbarukan di Jawa
Tengah; dan (2) kendala apa saja yang
dihadapi dalam proses tersebut? Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi
teoretis bagi pengembangan kajian tata kelola
kolaboratif dalam isu transisi energi, serta
kontribusi  praktis berupa rekomendasi
penguatan mekanisme kolaborasi antara
pemerintah daerah, lembaga mitra, sektor
swasta, komunitas, dan aktor non-pemerintah
lainnya dalam percepatan pemanfaatan energi
terbarukan di tingkat daerah (Sanderink,
2017; Scott, 2019).

26



II. METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu
penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk
memahami collaborative governance dalam

transisi energi melalui energi terbarukan di

Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan metode

ini sesuai dengan pendapat (Creswell &

Creswell, 2018) yang menyatakan bahwa

penelitian kualitatif merupakan pendekatan

yang digunakan untuk mengeksplorasi dan
memahami makna suatu permasalahan
sosial. Teori yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu Model Collaborative

Governance (Rena, 2012; Tobirin et al.,

2023)Ansell & Gash (2007) yang terdiri

atas 4 (empat) indikator, yaitu (1) Starting

Conditions (Kondisi Awal); (2)

Institutional Designs (Desain

Kelembagaan); (3) Facilitative Leadership

(Kepemimpinan Fasilitatif); dan (4)

Collaborative Process (Proses Kolaboratif).

Pengumpulan data primer dilakukan
dengan wawancara semiterstruktur secara
mendalam kepada beberapa informan
terpilih seperti:

1. Pemerintah daerah: Untuk memahami
kebijakan, tantangan, dan strategi
dalam implementasi energi terbarukan.

2. Pelaku swasta: Untuk mengetahui
peran, kontribusi, dan hambatan yang
mereka hadapi dalam transisi energi.

3. Entitas sektor energi: Termasuk
perusahaan energi dan lembaga non-
pemerintah  yang terlibat dalam
pengembangan energi terbarukan.

4. Organisasi masyarakat dan
masyarakat:  Untuk  mendapatkan
perspektif tentang penerimaan

masyarakat terhadap proyek energi

terbarukan dan bagaimana mereka

berpartisipasi dalam proses tersebut.
Contoh pertanyaan wawancara:

1. Starting Conditions: Apa motivasi
utama para pemangku kepentingan
untuk terlibat dalam kolaborasi ini?
Bagaimana sejarah  kerja  sama
sebelumnya memengaruhi kolaborasi
saat ini?

2. Institutional Designs: Bagaimana
aturan dan kebijakan yang ada

memengaruhi
kolaborasi?

3. Facilitative Leadership: Bagaimana
kepemimpinan memengaruhi jalannya
kolaborasi? Apakah ada inisiatif
khusus yang diambil untuk mengatasi
konflik?

4. Collaborative Process: Bagaimana
proses komunikasi dan negosiasi
berjalan di antara para pemangku
kepentingan? Apa tantangan utama
yang dihadapi dalam proses kolaboratif
ni?

Data sekunder diperoleh dengan
melakukan studi dokumentasi terhadap
peraturan- peraturan terkait transisi energi
melalui energi terbarukan di Provinsi Jawa
Tengah. Setelah  dikumpulkan, data
kemudian dianalisis menggunakan model
analisis data interaktif (Miles et al., 2014;
Musaad, 2021). yang mencakup kondensasi
data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan.

Selain itu, peneliti akan melakukan
observasi nonpartisipan terhadap beberapa
hal yang berkaitan dengan topik penelitian
seperti rapat koordinasi dengan mengamati
dinamika interaksi antara stakeholder
selama rapat, dan implementasi proyek di
lapangan dengan mengamati penerapan
energi terbarukan dan interaksi antar
stakeholder di lokasi proyek.

kelancaran  proses

II1. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai langkah menghadapi tantangan
perubahan  iklim, Indonesia  semakin
menegaskan arah kebijakan pengembangan
energi terbarukan. Namun, akselerasi energi
terbarukan di tingkat nasional dan daerah
tidak terlepas dari berbagai hambatan,
khususnya koordinasi antar lembaga,
keterbatasan sumber daya manusia dan
pembiayaan, serta kesiapan teknologi dan
infrastruktur. Permasalahan koordinasi sering
muncul karena banyaknya aktor yang terlibat
dan belum terbangunnya mekanisme kerja
lintas lembaga yang konsisten, sehingga
berpotensi menimbulkan tumpang tindih
kebijakan dan ketidakjelasan pelaksanaan
(Mukhlis et al., 2018) (Purdy, 2012). Dalam
konteks ini, tata kelola kolaboratif menjadi
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bendekatan yang relevan karena menekankan
integrasi aktor lintas sektor melalui dialog,
pembagian peran, dan penyelarasan tujuan
untuk menghasilkan kebijakan yang lebih
efektif (Ansell & Gash, 2007).

Penelitian ini menggunakan teori tata
kelola kolaboratif (collaborative governance)
dari Ansell dan Gash (2007) sebagai kerangka
analisis utama untuk menjelaskan praktik
kolaborasi dalam percepatan transisi energi
terbarukan di Provinsi Jawa Tengah. Tata
kelola kolaboratif dipahami sebagai suatu
pengaturan pemerintahan yang melibatkan
satu atau lebih lembaga publik secara
langsung dengan aktor non-pemerintah dalam
proses pengambilan keputusan kolektif yang
bersifat formal, berorientasi konsensus, dan
bertujuan melaksanakan kebijakan publik atau
mengelola program publik. Teori ini relevan
karena transisi energi terbarukan bukan hanya
persoalan teknis penyediaan teknologi energi
bersih, melainkan juga persoalan tata kelola
yang melibatkan koordinasi lintas lembaga,
pembagian sumber daya, penyelarasan
kepentingan, kapasitas kelembagaan, serta
komitmen  bersama antar  pemangku
kepentingan.

Dalam model Ansell dan Gash (2007),
keberhasilan  tata  kelola  kolaboratif
dipengaruhi oleh empat unsur utama, yaitu

kondisi awal (starting condition),
kepemimpinan fasilitatif (facilitative
leadership), desain kelembagaan

(institutional design), dan proses kolaboratif
(collaborative  process). Kondisi awal
merujuk pada situasi sebelum kolaborasi
berlangsung, termasuk ketimpangan sumber
daya antar aktor, insentif untuk bekerja sama,
pengalaman kerja sama sebelumnya, serta
tingkat kepercayaan atau konflik yang telah
terbentuk. Dimensi ini penting untuk melihat
mengapa Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
dan IESR terdorong membangun kolaborasi,
serta tantangan awal apa yang memengaruhi
proses kerja sama tersebut.

Dimensi kedua adalah kepemimpinan
fasilitatif. Dalam tata kelola kolaboratif,
kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai
kewenangan formal untuk mengambil
keputusan, tetapi juga sebagai kemampuan
memfasilitasi dialog, membangun
kepercayaan, menjaga keterlibatan aktor, dan

menengahi perbedaan kepentingan.
Kepemimpinan fasilitatif diperlukan karena
kolaborasi lintas sektor sering melibatkan
aktor dengan sumber daya, kapasitas, dan
posisi kelembagaan yang berbeda. Dalam
konteks penelitian ini, dimensi tersebut
digunakan untuk menjelaskan bagaimana
Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dan [ESR
memainkan peran dalam mengarahkan,
memfasilitasi, dan menjaga keberlanjutan
agenda transisi energi terbarukan.

Dimensi ketiga adalah desain
kelembagaan. Desain kelembagaan merujuk
pada aturan main, struktur kerja sama,
mekanisme koordinasi, pembagian peran,
prosedur pengambilan keputusan, serta
bentuk formalitas yang mengatur proses
kolaborasi. Desain kelembagaan yang jelas
diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian,
memperkuat akuntabilitas, dan memastikan
bahwa kolaborasi tidak hanya bergantung
pada komitmen personal, tetapi juga ditopang
oleh mekanisme kelembagaan yang lebih
stabil. Dalam penelitian ini, dimensi desain
kelembagaan digunakan untuk membaca
peran MoU, perjanjian kerja sama,
mekanisme pembiayaan, pembagian tugas,
serta pengaturan program antara Dinas ESDM
Provinsi Jawa Tengah, IESR, dan aktor terkait

lainnya.

Dimensi  keempat adalah  proses
kolaboratif. Ansell dan Gash (2007)
menjelaskan  bahwa proses kolaboratif

mencakup dialog tatap muka, pembangunan
kepercayaan, komitmen terhadap proses,
pemahaman bersama, serta capaian antara
(intermediate outcomes). Proses ini menjadi
inti dari tata kelola kolaboratif karena
keberhasilan kolaborasi sangat bergantung
pada kualitas interaksi antar aktor. Dalam
konteks transisi energi terbarukan, proses
kolaboratif dapat dilihat melalui kegiatan
perencanaan bersama, lokakarya, pelatihan,
proyek percontohan, kampanye publik,
pemantauan, dan evaluasi program. Melalui
dimensi ini, penelitian dapat menjelaskan
sejauh mana kolaborasi Dinas ESDM Provinsi
Jawa Tengah dan IESR berlangsung secara
partisipatif, adaptif, dan berorientasi pada
pembelajaran bersama.

Selain menggunakan model Ansell dan
Gash  (2007), penelitian ini  juga
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memperhatikan pandangan Purdy (2012)
mengenai dinamika kekuasaan dalam proses
kolaboratif. Purdy menekankan bahwa
kolaborasi tidak selalu berlangsung secara
setara karena aktor yang terlibat dapat
memiliki perbedaan sumber daya, otoritas,
informasi, dan kapasitas kelembagaan.
Perspektif ini penting untuk membaca
hambatan dalam kolaborasi transisi energi,
terutama ketika terdapat keterbatasan sumber
daya manusia, perbedaan kewenangan antar
lembaga, ketergantungan pada agenda
pemerintah ~ daerah, serta  kebutuhan
koordinasi lintas aktor. Dengan demikian,
teori tata kelola kolaboratif dalam penelitian
ini  tidak  hanya  digunakan  untuk
menggambarkan bentuk kerja sama, tetapi
juga untuk menganalisis faktor pendukung,
hambatan, dan kualitas proses kolaborasi
dalam percepatan energi terbarukan di tingkat
daerah.

Berdasarkan kerangka teori tersebut,
hasil penelitian dianalisis melalui empat
dimensi utama, vyaitu: (1) kondisi awal
kolaborasi; (2) kepemimpinan fasilitatif; (3)
desain  kelembagaan; dan (4) proses
kolaboratif. Keempat dimensi ini digunakan
untuk menjelaskan bagaimana kolaborasi
antara Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
dan IESR dibangun, dijalankan, serta
menghadapi kendala dalam mendukung
percepatan transisi energi berbasis energi
terbarukan di Jawa Tengah.

Dengan menggunakan teori tata kelola
kolaboratif Ansell dan Gash (2007), penelitian
ini membahas praktik kolaborasi antara Dinas
ESDM Provinsi Jawa Tengah dan Institute for
Essential Services Reform (IESR) dalam
mendukung transisi energi berbasis energi
terbarukan di  Jawa Tengah. Analisis
dilakukan melalui empat dimensi utama, yaitu
kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain
kelembagaan, dan proses kolaboratif.
Keempat dimensi tersebut digunakan untuk
menjelaskan bukan hanya bentuk kerja sama
yang terbangun, tetapi juga faktor pendukung,
hambatan, serta implikasi kolaborasi terhadap
penguatan tata kelola transisi energi di tingkat
daerah.

Penelitian  ini  membahas  praktik
kolaborasi antara Dinas ESDM Provinsi Jawa
Tengah dan Institute for Essential Services

Reform (IESR) dalam mendukung transisi
energi berbasis energi terbarukan di Jawa
Tengah, dengan menggunakan dimensi:
kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain
kelembagaan, dan proses kolaboratif (Ansell
& Gash, 2007)

1. Kondisi Awal (Starting Condition)

Kolaborasi Dinas ESDM Provinsi
Jawa Tengah dan IESR berangkat dari
kebutuhan mendesak untuk mempercepat
transisi energi daerah melalui pemanfaatan
potensi energi terbarukan yang relatif besar,
khususnya energi surya, biomassa, dan
sumber lain yang dapat dioptimalkan di
wilayah Jawa Tengah. (Alkasasbeh et al.,
2023)Secara konseptual, percepatan energi
terbarukan  dipandang sebagai langkah
strategis  untuk  mengurangi  dampak
perubahan iklim dan memperkuat ketahanan
energi, karena energi terbarukan menawarkan
jalur dekarbonisasi yang lebih cepat sekaligus
mendorong  transformasi sistem energi
menuju keberlanjutan (Abbott et al., 2023)

Pada tahap awal, kolaborasi
difokuskan pada pengidentifikasian tantangan
dan peluang melalui kajian potensi energi
terbarukan ~ dan  evaluasi  kebijakan
daerah(Amin et al., 2021; Khalid et al., 2017).
Aktivitas ini sejalan dengan pandangan bahwa
pengembangan energi terbarukan
memerlukan  kombinasi  kebijakan dan
pembelajaran institusional yang kuat agar
mampu melampaui hambatan teknis dan non-
teknis (Hua et al., 2016)(Hua et al., 2016;
Woerter et al., 2017). Dalam konteks
implementasi, kedua pihak menyepakati
penyusunan rencana aksi yang menekankan
dua agenda utama: (1) penguatan kebijakan
energi terbarukan yang lebih inklusif dan
aplikatif; serta (2) penguatan kapasitas
melalui program pelatihan dan peningkatan
kompetensi aparatur serta masyarakat. Praktik
ini menunjukkan bahwa dukungan kebijakan
dan kapasitas implementasi merupakan
prasyarat penting bagi adopsi teknologi energi
terbarukan secara lebih luas (Do et al., 2020)
(Qudrat-ullah et al., 2020).

Selain itu, proyek percontohan
diposisikan sebagai instrumen pembelajaran
kebijakan dan demonstrasi publik(Chen et al.,
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2020; Indonesia, 2023). Penentuan lokasi
proyek strategis untuk instalasi energi surya di
fasilitas publik maupun pengembangan
biomassa di wilayah tertentu dapat dipahami
sebagai upaya membangun bukti empirik,
legitimasi program, dan replikasi di daerah
lain. Model seperti ini konsisten dengan
praktik transisi energi yang menekankan
pentingnya demonstrasi, pembelajaran, dan
penyesuaian kebijakan berbasis pengalaman
lapangan(Tsai, n.d.). Namun, kondisi awal
kolaborasi juga memperlihatkan tantangan
struktural. Pertama, pandemi COVID-19
mengganggu timeline kegiatan, khususnya
pada aktivitas yang membutuhkan interaksi
intensif seperti sosialisasi, pelatihan, dan
forum publik. Temuan ini relevan dengan
kajian yang menunjukkan bahwa krisis dapat
mengubah  prioritas  kelembagaan  dan
memperlambat  konsistensi  implementasi
program kolaboratif (Amin et al., 2021)
(Musaad, 2021). Kedua, keterbatasan sumber
daya manusia menjadi hambatan nyata,
terutama karena jumlah personel pendamping
dari IESR di Jawa Tengah sangat terbatas,
sementara perangkat daerah juga menghadapi
tantangan kapasitas teknis yang tidak selalu
merata. Kondisi ini memperlihatkan bahwa
keberhasilan kolaborasi sejak awal sangat
dipengaruhi oleh distribusi sumber daya dan
kapasitas aktor yang terlibat (Purdy, 2012).
Meskipun demikian, komitmen kedua
belah pihak untuk mempertahankan agenda
transisi ~ energi  mendorong  langkah
kelembagaan yang lebih formal dan
terstruktur melalui penguatan MoU serta
perluasan perjanjian kerja sama yang
melibatkan instansi lain pada tahun
2022(Badungkab, 2018; Mukhlis et al., 2018).

Pelibatan lintas perangkat daerah
menunjukkan adanya upaya  menuju
pendekatan yang lebih integratif,
sebagaimana  kolaborasi  lintas  sektor

dibutuhkan untuk menghadapi isu publik yang
kompleks dan lintas kewenangan (Andonova,
2014)(Darumuti, 2022; Andonova, 2014).

2. Kepemimpinan Fasilitatif (Facilitative
Leadership)

Kepemimpinan fasilitatif menjadi
faktor penting dalam menjaga keberlanjutan

kolaborasi dan memastikan partisipasi
berbagai pemangku kepentingan berjalan
efektif. Dalam praktiknya, IESR berperan
sebagai fasilitator berbasis pengetahuan
(knowledge-based facilitator) yang
menyediakan dukungan riset, rekomendasi
kebijakan, serta memfasilitasi dialog lintas
aktor(Creswell & Creswell, 2018). Sementara
itu, Dinas ESDM Jawa Tengah bertindak
sebagai pemimpin lokal yang membuka ruang
partisipasi dan mengintegrasikan masukan ke
dalam agenda kebijakan daerah. Model ini
sejalan dengan karakter kolaborasi kebijakan
publik yang menuntut pemimpin tidak hanya
sebagai pengambil keputusan, tetapi juga
sebagai  “penghubung” yang menjaga
komunikasi, menengahi kepentingan, dan
memastikan semua pihak terlibat secara
bermakna (Ansell & Gash, 2007) (Talias,
2021).

Kepemimpinan fasilitatif tampak
melalui upaya mendorong pelatihan dan
peningkatan  kapasitas  aparatur  serta
masyarakat. Secara teoretis, peningkatan
kapasitas menjadi strategi penting untuk
menjaga keberlanjutan program  energi
terbarukan, karena mendorong kemandirian
lokal dan memperkuat implementasi teknis di
lapangan (Sedyowat et al., 2022)(Qudrat-
ullah et al., 2020; Sedyowati et al., 2022).
Selain itu, dalam proyek percontohan,

keterlibatan =~ masyarakat  sejak  tahap
perencanaan menunjukkan adanya
pendekatan  partisipatif =~ yang dapat

meningkatkan rasa memiliki (sense of
ownership) dan penerimaan program, yang
penting untuk keberlangsungan proyek energi
terbarukan berbasis komunitas (Koops, B. J.,
Leenes, R., & van der Sloot, B, 2017).

Meski  demikian, kepemimpinan
fasilitatif juga menghadapi hambatan berupa
keterbatasan waktu, dinamika birokrasi, serta
risiko perubahan prioritas akibat agenda
pemerintah daerah. Tantangan ini sejalan
dengan literatur yang menekankan bahwa
kolaborasi dalam kebijakan publik sering
menghadapi biaya koordinasi tinggi dan
membutuhkan manajemen proses yang kuat
agar tidak terjebak pada rutinitas administratif
semata (Parker & Brey, 2015) (Tobirin et al.,
2023)
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3. Desain Kelembagaan (Institutional Design)

Desain  kelembagaan  kolaborasi
ditunjukkan melalui pembentukan struktur,
mekanisme kerja, dan pengaturan peran antar
aktor. Kolaborasi antara Dinas ESDM dan
IESR tidak hanya bersifat informal, tetapi
diperkuat melalui kesepakatan formal (MoU
dan PKS) yang menjadi dasar legitimasi,
pembagian peran, dan orientasi program.
Dalam perspektif tata kelola kolaboratif,
desain kelembagaan yang jelas berfungsi
sebagai “aturan main” untuk mengurangi
ketidakpastian, memperjelas akuntabilitas,
serta menjaga konsistensi agenda kolaborasi
(Ansell & Gash, 2007) (Lamech et al., 2019).

Selain  aspek  struktur, desain
kelembagaan juga tampak dalam mekanisme
pembiayaan. Kolaborasi ini mengakomodasi
diversifikasi sumber pembiayaan melalui
alokasi anggaran pemerintah daerah serta
perluasan kerja sama lintas dinas untuk
menopang program energi terbarukan.
Diversifikasi pendanaan penting karena
ketersediaan dukungan finansial jangka
panjang menjadi salah satu faktor kunci dalam
menjaga keberlangsungan proyek energi
terbarukan (Woerter et al., 2017; Hua et al.,
2016). Di sisi lain, mekanisme pemantauan
dan evaluasi dikembangkan untuk mengukur
dampak  program  dan  memperkuat
pengambilan  keputusan berbasis data.
Pendekatan evaluatif semacam ini selaras
dengan gagasan integrasi sains dan kebijakan
melalui penyusunan fakta bersama (joint fact
finding), sehingga kebijakan lebih adaptif dan
kredibel (Krantz, 2020)(Karl et al., 2007).

Desain kelembagaan juga terlihat dari
agenda sosialisasi tematik yang dilakukan
beberapa kali dalam setahun, dengan fokus
pada desa atau kelompok sasaran tertentu.
Upaya ini menunjukkan orientasi pada
peningkatan literasi energi masyarakat, yang
penting untuk mempercepat penerimaan
sosial dan perubahan perilaku menuju energi
bersih (van der Schoor & Scholtens, 2019;
Norouzi & Fani, 2021)(Norouzi & Fani,
2021).

4. Proses Kolaboratif (Collaborative Process)

Proses kolaboratif antara Dinas ESDM
Jawa Tengah dan IESR menjadi inti
penguatan tata kelola, yang tercermin dari
tahapan perencanaan bersama, implementasi
program, serta pemantauan dan evaluasi rutin.
Pada tahap perencanaan, forum diskusi dan
lokakarya digunakan untuk mengidentifikasi
tantangan, peluang, serta menyusun rencana
aksi yang mengakomodasi kebutuhan lokal.
Model partisipatif ~ ini mendukung
terbentuknya pemahaman bersama (shared
understanding) dan mendorong legitimasi
kebijakan karena melibatkan aktor sejak awal
(Ansell & Gash, 2007; Scott, 2019).

Pada tahap implementasi, kegiatan
seperti proyek percontohan, pelatihan, dan
kampanye publik menjadi instrumen utama.
Dukungan teknis dari IESR dan fasilitasi
birokratis dari Dinas ESDM memungkinkan
program berjalan lintas sektor, meskipun
menghadapi kendala penyesuaian agenda
pemerintah daerah. Hambatan implementasi
ini  memperlihatkan  tantangan  klasik
kolaborasi: koordinasi lintas aktor
memerlukan biaya tinggi, dan prosesnya
rentan  terhadap  perubahan  prioritas
kelembagaan (Parker & Brey, 2015; Mukhlis
et al., 2018).

Dalam pemantauan dan evaluasi,
pertemuan rutin serta evaluasi berbasis data
dilakukan untuk menilai capaian,
mengidentifikasi hambatan, dan menyusun
langkah perbaikan. Proses ini memperkuat
pembelajaran kolaboratif dan memungkinkan
penyesuaian program secara cepat, yang
menjadi ciri penting tata kelola kolaboratif
yang adaptif (Karl et al., 2007; Ansell & Gash,
2007).

5. Implikasi Kelola
Kolaboratif

Berdasarkan empat dimensi di atas,
penguatan tata kelola kolaboratif dalam
transisi energi Jawa Tengah menghasilkan
beberapa implikasi. Pertama, kolaborasi
Dinas ESDM-IESR berkontribusi pada
penyusunan kebijakan energi terbarukan yang
lebih inklusif serta program peningkatan
kapasitas yang memperkuat kesiapan daerah
dalam transisi energ(Dwirahmadi et al., 2019;

Penguatan Tata
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Fachrurrozy et al., 2019). Hal ini mendukung
pandangan bahwa transisi energi memerlukan
pendekatan yang bukan hanya teknis, tetapi
juga kelembagaan dan partisipatif (Achmad et
al., 2020; Abbott et al., 2023).

Kedua, perluasan kerja sama pada
tahun 2022 menunjukkan pembelajaran
kelembagaan yang mengarah pada model
integratif lintas dinas. Ini sejalan dengan
gagasan bahwa isu keberlanjutan
membutuhkan kemitraan lintas sektor dan
jaringan kelembagaan yang kuat agar
kebijakan tidak terfragmentasi (Andonova,
2014; Darumuti, 2022).

Ketiga, hambatan utama masih
berkisar pada koordinasi, keterbatasan SDM,
serta ketergantungan pada agenda pemerintah
daerah. Karena itu, penguatan kolaborasi ke
depan memerlukan: (a) penetapan mekanisme
koordinasi lintas aktor yang lebih mengikat;
(b) penguatan kapasitas SDM melalui
pelatihan berkelanjutan; serta (c) sistem
pemantauan dan evaluasi yang terstandar
untuk menjaga konsistensi implementasi.
Aspek-aspek tersebut penting mengingat
kolaborasi dapat terhambat oleh ketimpangan
sumber daya dan dinamika kekuasaan bila
tidak dikelola dengan baik (Hakim,
2021)(Purdy, 2012; Talias, 2021).

Secara keseluruhan, kolaborasi Dinas
ESDM Jawa Tengah dan IESR menunjukkan
bahwa tata kelola kolaboratif dapat menjadi
mekanisme strategis dalam mempercepat
transisi energi berbasis energi terbarukan di
tingkat daerah, terutama ketika didukung oleh
kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan
yang jelas, serta proses kolaboratif yang
adaptif = dan  berbasis  pembelajaran.
Pendekatan ini berpotensi direplikasi di
daerah lain, dengan penyesuaian pada
kapasitas kelembagaan dan karakteristik lokal
masing-masing wilayah.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini  menegaskan bahwa
collaborative governance memiliki peran
strategis dalam mempercepat transisi energi
terbarukan di  Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan hasil analisis menggunakan
kerangka collaborative governance yang
menekankan kondisi awal, kepemimpinan
fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses

kolaboratif, dapat  ditarik
kesimpulan utama sebagai berikut.

Pertama, proses kolaborasi yang efektif
antara Institute for Essential Services Reform
(IESR) dan Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah
terbukti mendorong percepatan transisi energi
terbarukan melalui perencanaan bersama,
identifikasi tantangan, serta pelaksanaan
berbagai inisiatif seperti kajian potensi dan
proyek percontohan. Kolaborasi ini turut
mendukung terbentuknya lingkungan
kebijakan dan program yang lebih kondusif
bagi adopsi energi terbarukan di tingkat
daerah. Namun demikian, efektivitas
pelaksanaan masih menghadapi hambatan
berupa keterlambatan implementasi akibat
penyesuaian agenda pemerintah daerah serta
keterbatasan sumber daya manusia yang
memengaruhi kapasitas pelaksanaan program.

Kedua, kepemimpinan fasilitatif dari
kedua pihak menjadi faktor kunci yang
menjaga keberlanjutan kolaborasi.
Kepemimpinan yang bersifat inklusif,
partisipatif, dan mendorong dialog antar
pemangku  kepentingan = memungkinkan
terbentuknya  dukungan  bersama dan
meningkatkan legitimasi program. Pola
kepemimpinan ini juga membantu mereduksi
hambatan koordinasi serta memperkuat
komitmen kolektif untuk mencapai target
transisi energi terbarukan di Jawa Tengah.

Ketiga, penelitian ini menunjukkan
pentingnya desain kelembagaan yang kuat
dalam menopang kolaborasi lintas aktor.
Kejelasan struktur dan mekanisme kerja,
termasuk pembentukan forum/komite
pengarah, pengembangan mekanisme
pembiayaan yang lebih beragam, serta sistem
pemantauan dan evaluasi yang lebih
terstruktur, =~ memperkuat  keberlanjutan
program. Desain kelembagaan yang matang
membantu memastikan kolaborasi dapat
berjalan lebih stabil, adaptif, dan responsif
terhadap kebutuhan lokal.

Keempat, penelitian ini mengidentifikasi
sejumlah tantangan utama dalam kolaborasi,
terutama kendala koordinasi lintas lembaga
dan keterbatasan sumber daya. Meski
demikian, komitmen yang kuat dari para
pihak, formalisasi kerja sama, dan upaya
memperluas  jejaring  kolaborasi  lintas

beberapa
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perangkat daerah menjadi solusi yang
memperkuat kapasitas kolaborasi dalam

jangka panjang.
Secara  keseluruhan, penelitian ini
menyimpulkan bahwa collaborative

governance merupakan kunci penting dalam
percepatan transisi energi terbarukan di Jawa
Tengah. Melalui kolaborasi yang efektif,
kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan
yang memadai, dan proses kolaboratif yang
inklusif, peluang pencapaian target bauran
energi terbarukan daerah menjadi lebih
realistis. Pengalaman Jawa Tengah dapat
menjadi pembelajaran bagi daerah lain di
Indonesia dalam merancang dan
mengimplementasikan kolaborasi lintas aktor
untuk menghadapi tantangan transisi energi,
baik pada level regional maupun nasional.
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